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WALIKOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang
memuat tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah
dan unit kerja dibawahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kota Banjarbaru;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
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Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada
Inspektorat Kota Banjarbaru.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektur;

b. Sekretariat membawahi:
1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Mmoo opoo

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, yaitu:
a.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Inspektorat mempunyai fungsi:

1.

2z

SR

perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan
Walikota;

penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
pengkoordinasian kegiatan pengawasan;

fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian  tugas
pengawasan;

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan
Pemerintah Daerah;

pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat, yaitu:

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan
kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan
Keuangan, serta Evaluasi Pelaporan.

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Sekretariat mempunyai fungsi:

C.

i

2.

3.
4.

5.

penyimpan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan;

penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyampaian laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

pelaksanaan urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, surat
menyurat, evaluasi pelaporan pengawasan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari:

)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta
evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan,
menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi
pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan
pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi
dan pengolahan data pengawasan.



Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 6

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III, yaitu:
a. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan I mempunyai tugas pokok
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melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah
Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing.

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

1. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;

2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-
masing;

penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;

fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
di wilayah masing-masing;

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah
Daerah.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor Kepegawaian
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan
beban kerja.

Jenis, jenjang dan tugas masing-masing jabatan fungsional diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

Masing-masing Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu
Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.






